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OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH BERBASIS
PESANTREN DI SMP MUHAMMADIYAH 8 PALANG

. LANDASAN HUKUM

Peran pendidikan menjadi sangat penting dalam proses peningkatan kualitas
sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang adaptif, aktual dan siap
menghadapi perubahan merupakan salah satu hasil proses pendidikan. Pertumbuhan
ekonomi suatu bangsa merupakan pengimbasan dari proses pendidikan[1]. Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan
dasar-dasar pengelolaan Pendidikan termasuk pengaturan keuangan di lembaga
Pendidikan[2]. Sehingga pembiayaan memiliki unsur penting dalam proses
penyelenggaraan pendidikan. Proses perencanaan pembiayaan dalam satuan
Pendidikan tidak terlepas dari administrasi peserta didik untuk operasional sekolah.
Dalam meningkatkan dan memajukan kualitas, manajemen pembiayaan salah satu
kunci keberhasilan penyelenggaraan satuan Pendidikan. Peraturan pemerintah dalam
mengatur kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berperan penting
demi terciptanya kondisi yang relevan.

Pengelolaan keuangan sekolah merujuk pada serangkaian tindakan yang
melibatkan perencanaan. pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber
daya keuangan yang sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengatur tentang standar keuangan dan
pengelolaan Pendidikan di setiap jenjang[3]. Hal ini menjadi aspek kritis dalam
memastikan bahwa dana yang yang tersedia digunakan dengan efisien untuk
mendukung berbagai kegiatan Pendidikan. Selain itu, mengacu pada Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah yang merinci prosedur dan
tanggungjawab pengelolaan keuangan di tingkat Sekolah/Madrasah, proses tersebut
mencakup penyusunan anggaran yang cermat yang mencakup pembiyaan operasional,
gaji guru, peralatan dan inisiatif pengembangan sekolah[4].

Pentingnya pemantauan dan evaluasi rutin tidak dapat diabaikan, karena hal
ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap anggaran tetapi mampu
meningkatkan efisiensi dan transparasi dalam pengelolaan keuangan sekolah.
Sehingga dalam pengelolaan keuangan sekolah membutuhkan pedoman teknis terkait
pengelolaan keuangan di tingkat satuan Pendidikan sebagaimana yang tertuang pada
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.03 2009[5].

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai induk organisasi yang juga sebagai
penanggungjawab serta penyelenggara mengatur pola kenangan yang ada di lembaga
pendidikan, bahwa pengelolaan sekolah, madrasah, dan pesantren Muhammadiyah
harus dilakukan secara optimal, efisien, transparan, dan akuntabel[6]. Dengan adanya
pedoman pengelolaan keuangan tersebut maka diharapkan SMP Muhammadiyah 8
Palang Berbasis Pesantren dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangannya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, menjaga akuntabilitas, dan mendukung tercapainya
tujuan pendidikan secara efektif.

. ANALISIS INTERNAL DAN EKSTERNAL
INTERNAL

Kewenangan regulasi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terkait
pengeloaan keuangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi




keuangan satuan pendidikan. Misalnya, peraturan tentang besaran dana operasional
per siswa atau perubahan kebijakan pajak sehingga sangat berdampak secara langsung
terhadap satuan pendidikan. Oleh sebab itu, supaya terhindar dari aspek kondisi
keuangan yang kurang relavan satuan gndidikan diharapkan mampu mengikuti
perkembangan peraturan pemerintah. Kegiatan pembiayaan pendidikan secara
keseluruhan yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, mengelola,
mengevaluasi dan transparan bertanggungjawab secara efektif dalam penyelenggaraan
satuan pendidikan, sehingga potensi kenangan sangat menentukan bagian yang tidak
terpisahkan dalam manajemen pendidikan[7]. Pembiayaan dalam pendidikan menjadi
peran yang penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, karena dengan
pembiayaan tersebut berbanding lurus dengan pencapaia dan tujuan Lembaga
pendidikan[8]. Pengelolaan keuangan di Lembaga pendidikan berbasis pesantren
tidak lepas dari berbagai problematika. Lemahnya SDM pengurus, dana operasional
yang minim, keuangan yang tidak transparasi, dan pengeluaran dana yang isidentil.
Hal ini yang menjadi satu diantara beberapa sebab lembaga berbasis pesantren tidak
optimal dalam pengelolaan keuangan[9]. Pengelolaan manajemen keuangan di
lembaga pendidikan SMP Muhammadiyah 8 Palang berbasis Pesantren secara
idealnya harus sesuai dengan rencana kegiatan anggaran sekolah namun, realita yang
terjadi hampir setiap bulan operasional satuan pendidikan selalu mengalami liabilitas
dan tidak sesuai dengan yang direncanaakan dalam rencana kegiatan anggaran
sekolah. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor antara lain :

Manajemen keuangan yang belum terakomodir dalam sebuah sistem

Pendapatan keuangan yang tidak stabil

Lembaga belum memiliki sumber pendapatan lainnya

Pesantren belum memiliki rencana kegiatan dan anggaran

Pengeluaran keuangan lebih besar daripada pendapatan, kurangnya kepekaan
stakeholder dalam keterlibatan pengelolaan lembaga
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EKSTERNAL

Faktor ekonomi merupakan salah satu peran yang penting dalam menganalisis
keuangan yang ada di satuan pendidikan. Kondisi ekonomi yang tidak menentu
(Fluktuatify mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran satuan pendidikan[10]. Di
SMP Muhammadiyah 8 Palang berbasis Pesantren secara geografis terletak di daerah
pesisir dan semi pedalaman dimana mayoritas masyarakat masih bergantung dari hasil
laut dan hasil bumi. Atau dalam statistik masih tergolong masyarakat dengan
pendapatan menengah ke bawah. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang
menyebabkan ketidakmampuan atau kesulitan ekonomi sehingga berdampak pada
ketuntasan kewajiban pembayaran pembiayaan pendidikan di SMP Muhammadiyah 8
Palang berbasis Pesantren. Oleh karena itu, sekolah perlu memahami kondisi
perekonomian yang sedang berlangsung agar dapat mengambil langkah-langkah yang
tepat dalam mengelola keuangan.

. TUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN
Menganalisis permasalahan yang terjadi pada pengelolaan keuangan SMP
Muhammadiyah 8 Palang Berbasis Pesantren sebagai berikut :
1. Meningkatkan pengembangkan keterampilan keuangan kepada seluruh
stakeholder, staf pengelola sekolah untuk memastikan pemahaman yang baik
tentang manajemen keuangan




2. Meningkatkan pendapatan sekolah

Meningkatkan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah beserta Pesantren

4. Meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pengelolaan keuangan sekolah,
termasuk melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait
anggaran dan program pendidikan.
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Dengan mengoptimalkan tujuan rencana pengembangan diatas diharapkan
mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pendidikan di SMP Muhammadiyah
8 Palang Berbasis Pesantren melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan
berkelanjutan.

D. CARA PENCAPAIAN PENGEMBANGAN
Pencapaian pengembangan pengelolaan keuangan di SMP Muhammadiyah 8
Palang yang berbasis pesantren dapat dicapai sebagai berikut:

MENYUSUN PERENCANAAN
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MASALAH/SOLUSI KEUANGAN
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SPP belum terbayar wmm Pengeluaran lebih banyak
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E. KEBARUAN PENGEMBANGAN

KONDISI
YANG

KONDISI
AKAN
DATANG
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- MEMILIKI PEDOMAN

- MANAJEMEN KEUANGAN KEUANGAN SEKOLAH
BELUM RAPI YANG TERINTEGRASI
- PESANTREN BELUM DENGAN PESANTREN
MEMILIKI RENCANA - MEMILIKI RKAS/RKAP
ANGGARAN DAN KEGIATAN SEBAGAI ACUAN
MELAKSANAKAN
- PENGELUARAN LEBIH
KEGIATAN

BANYAK DARI PEMASUKAN

- KEGIATAN SEKOLAH DAN - MEMILIKI SUMBER

KEUANGAN LAINNYA

SPFSQSJEEN TIDAK SEBAGAI PENOPANG
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